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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengn jenis penelitian deskriptif.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Gorontalo
belum terlaksana dengan optimal, hal ini tampak dari kedisiplinan yang rendah di kalangan pegawai dapat menghambat
produktivitas dan menurunkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya adalah kurangnya keterbukaan di antara pegawai dapat
menyebabkan informasi penting terhambat dan komunikasi yang tidak efektif. Selain itu bahwa para pegawai kurang saling
menghargai sechingga tercipta suasana ketja yang penuh ketegangan dan konflik, dan maish kurangnya kerjasama antar pegawai
yang menyebabkan tim sulit untuk bekerja secara efektif

Kata kunci: Budaya, Kerja, ASN

ABSTRACT

This study aims to determine the Civil Servant Work Culture in the Regional Finance and Asset Agency of Gorontalo Regency. The research
method used is a qualitative approach with a descriptive research type. The results of the study indicate that the Civil Servant Work Culture in the
Regional Finance and Asset Agency of Gorontalo Regency has not been implemented optimally, this is evident from the low discipline among
employees which can hinder productivity and reduce the quality of work. Furthermore, the lack of openness among employees can cause important
information to be hampered and communication to be ineffective. In addition, employees lack mutual respect so that a work atmosphere full of tension
and conflict is created, and there is still a lack of cooperation between employees which makes it difficult for the team to work effectively

Keywords: ASN work culture
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PENDAHULUAN

Tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk meningkatkan aparatur yang memiliki integritas dan kinerja
yang tinggi, kompeten, profesional dan sejahtera, hal yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia,
khususnya mengenai kepegawaian telah diatur oleh Undang-undangNomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian danseiringperkembangannya dikeluarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam undang-undang ASN
lebih menitik beratkan pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, yaitu untuk
membangunAparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan

publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan
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bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945,
Undang-Undang ASN mengubah manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada
perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan
kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan
sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kinerja Pegawai Negeri Sipil merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas pada fungsi tertentu
yang dilaksanakan oleh seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota dari suatu kelompok
atau organisasi pada periode tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dan hasilnya dapat
dinikmati sendiri maupun oleh kelompok dalam organisasi.Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja
maka banyak faktor yang mempengaruhi, organisasi Pegawai Negeri Sipil. (Nurvitasari et al., 2020)

Budaya kerja merupakan suatu sikap mental yang selalau mencari perbaikan atau penyempurnaan
apa yang tekah dicapai,dengan menerapkan metode-metode baru sert yakin akan kemajuan yang akan
diperolehnya.Sebagai abdi masyarakat posisi pegawai negeri sipil,sebagai mesin birokrasi dituntut untuk
bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan fungsiorganisasi pemerintah.Selain
tuntutan diats tanggung jawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai dimata
masyarakat,karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga
kinerja organisasi dinilai kurang optimal.Pandangan memberi semangat cukup mendalam dan
kemungkinan orang yang memahaminya memandang kerja,baik secara individu maupun berkelompok
dalam suatau organisasi sebagai suatu keutamaan.Produktifitas kerja yang dihasilkan pada sebuah instansi-
instansi pemerintah hendaklah selalu meningkat pada taip kurun waktunya,akan tetapi sekarang jarang
sekali kita lihat produktivitas tersebut bisa dijaga oleh orang yang berkecimpung didalamnya.

Pelaksanaan budaya kerja aparatur negara yang menjadi permasalahan diungkapkan oleh (KEP
MEN PAN 2008) bahwa pengabaian nilai-nilai moral dan budaya kerja menyebabkan permasalahan pada
kondisi kinerja instansi pemerintah yakni:(1) Penilaian negatif dari masyarakat tentang pelayanan publik
yang diberikan oleh aparatur pemerintah;(2) Kurangnya tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah sehingga
kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat masih belum memuskan; (3) Tidak
diterapkannya nilai-nilai budaya kerja aparatur pemerintah menambah pencitraan yang buruk aparaturnya;
(4) Kurangnya knowledge,skillattitude pada diri aparatur pemerintah  sehingga petlu
ditingkatkan.Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya merupakan
langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi birokrasi secara
keseluruhan,sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan efektif dengan aparatur yang
bersih,transparan,dan professional dalam menjalankan tugasnya.Produktivitas merupakan sebuah alat
rangkuman tentang jumlah dan kualitas performa pekerjaan,dengan mempertimbangkan pemanfaatan
sumber-sumber daya.Filosofi mengenai produktivitas mengandung arti keinginan atau usaha dari setian

manusia untuk selalu meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.Pandangan memberi semangat
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cukup mendalam dan memungkinkan orang yang memahaminya memandang kerja,baik secara individual
maupun berkelompok dalam suatu organisasi sebagai suatu keutamaan (Gary, 2015)

Budaya kerja dapat diwujudkan setelah melalui proses yang panjang.Hal ini dikarenakan perubahan
nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-
hentinya terus malakukan penyempurnaan dan perbaikan.Kepribadian tersebut menjadi sikap,kemudian
menjadi perilaku yang mengandung unsur semangat,disiplin,rajin,jujur,tanggung
jawab,hemat,integritas;sehingga hasil kerja akan mencapai kualitas yang tinngi atau memuaskan.Budaya
kerja adalah fondasi penting bagi setiap organisasi, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah. Budaya
yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga mendukung tujuan organisasi secara
keseluruhan. Namun, saat ini terdapat beberapa masalah yang menghambat pengembangan budaya kerja
yang optimal di instansi ini. Budaya kerja sebagai separangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan
norma yang dikembangkan dalam perusahaan yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-
anggotamya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya kerja merupakan
pendakatan yang terbentuk dalam satuan kerja atau organissi yang di dalamnya terdapat beberapa indkator
yaitu,disiplin,keterbukaan saling menghargai,dan kerjasama.(Mangkunegara 2005).

Budaya kerja mampu mempengaruhi kinerja sebuah organisasi hingga menjadi kebiasaan, proses
pembentuknya tersebut pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin dan karyawan profesional yang
mempunyai integritas yang tinggi. bukan hanya mempunyai keilmuan dalam keterampilan saja, tapi juga
mengharapkan karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas
pekerjaan yang diberikan serta memegang teguh kode etik karyawan. Menurut Nurhadijah (2017) alat
ukur dalam memproses tujuan budaya kerja yaitu disiplin, keterbukaan, saling menghargai dan kerja sama.
untuk menumbuhkan semangat serta loyalitas karyawan, penting bagi Setiap perusahaan untuk
membangun budaya kerja yang kuat.Harus ada budaya yang memberikan suasana positif kepada setiap
karyawan sehingga mereka mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan masing-masing.

Dari Observasi yang dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gorontalo ditemukan bahwa Budaya kerja pegawai belum optimalhal ini terlithat dari,segi
kedisiplinan keterbukaan,saling menghargsi,dan kerjasama.

Kedisiplinan pegawai merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja organisasi.
Disiplin kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan kurangnya disiplin
dapat menyebabkan terhambatnya proses kerja, menurunnya kinerja, dan meningkatnya ketidakpuasan di
kalangan pegawai dan manajemen.Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai mengalami
penurunan yang signifikan. Kedisiplinan ini meliputi berbagai aspek, seperti ketepatan waktu hadir,
kepatuhan terhadap peraturan kerja, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.Dari total pegawai

32 yang diamati, tercatat sekitar 15 dari jumlah keseluruhan pegawai menunjukkan perilaku yang tidak
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disiplin. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah: Keterlambatan hadir: Sebanyak 5 pegawai
sering datang terlambat lebih dari 10 menit dari waktu yang ditentukan. Seringnya ketidakhadiran:
Sebanyak 3 pegawai menunjukkan tingkat absensi yang tinggi tanpa alasan yang jelas. Tidak
menyelesaikan tugas tepat waktu: Sebanyak 4 pegawai sering kali terlambat menyelesaikan tugas yang
diberikan, yang berdampak pada keterlambatan proyek secara keseluruhan.Kondisi ini menunjukkan
perlunya perhatian khusus dari pihak manajemen untuk meningkatkan disiplin pegawai, baik melalui
pelatihan, pengawasan yang lebih ketat, maupun penerapan sistem reward dan punishment yang lebih
efektif. Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat berdampak negatif pada performa perusahaan secara
keseluruhan, menghambat pencapaian target, serta menurunkan kualitas ketja tim.

Keterbukaan dalam lingkungan kerja adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan
komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang baik di antara para pegawai. Sikap keterbukaan, baik dalam
menyampaikan pendapat, memberikan umpan balik, maupun menerima kritik, sangat diperlukan untuk
menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Tanpa adanya keterbukaan, potensi munculnya
kesalahpahaman, konflik, dan terhambatnya aliran informasi di dalam organisasi menjadi semakin
tinggi.Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Girontalo, ditemukan bahwa terdapat permasalahan yang cukup signifikan terkait rendahnya tingkat
keterbukaan di kalangan pegawai. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara
dengan pegawal, serta evaluasi internal terkait pola komunikasi dan kolaborasi.Dari total 32 pegawai yang
diamati, tercatat 15 orang atau dari keseluruhan pegawai menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam
bekerja. Beberapa indikator kurangnya keterbukaan yang teridentifikasi antara lain: Enggan
menyampaikan pendapat atau ide: Sebanyak 8 pegawai cenderung pasif dalam rapat dan diskusi, meskipun
memiliki ide atau masukan yang berpotensi meningkatkan kinerja tim. Tidak transparan dalam
melaporkan masalah: Sebanyak 5 pegawai sering kali tidak melaporkan kendala yang mereka hadapi dalam
tugas, schingga masalah baru terungkap ketika sudah berkembang menjadi lebih besar. Rendahnya
keterbukaan dalam menerima umpan balik: Sebanyak 6 pegawai menunjukkan sikap defensif saat
menerima kritik atau masukan dari atasan maupun rekan kerja, yang menghambat proses perbaikan
diri.Situasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan budaya keterbukaan di lingkungan
kerja. Tanpa adanya perbaikan, kurangnya keterbukaan ini dapat memengaruhi kolaborasi tim,
menurunkan efektivitas penyelesaian masalah, serta menghambat inovasi di dalam perusahaan. Oleh
karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis, seperti pelatihan
keterampilan komunikasi, penerapan program peningkatan keterbukaan, serta menciptakan lingkungan
yang mendukung adanya dialog terbuka.

Saling menghargai antar pegawai merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan
lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sikap saling menghargai memungkinkan terjadinya

komunikasi yang baik, mengurangi konflik interpersonal, dan meningkatkan kerjasama tim. Ketika
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pegawai saling menghormati, mereka lebih mampu berkolaborasi, memberikan dukungan satu sama lain,
serta menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Sebaliknya, kurangnya rasa saling menghargai dapat
menyebabkan ketegangan, menurunkan motivasi, dan merusak hubungan kerja.Berdasarkan hasil
observasi yang dilakukan, ditemukan adanya indikasi kurangnya sifat saling menghargai di antara beberapa
pegawai. Observasi ini dilakukan melalui survei internal, wawancara, serta pengamatan langsung terhadap
interaksi antar pegawai. Dari total 32 pegawai yang diamati, tercatat 10 orang atau seckitar dari
keseluruhan pegawai menunjukkan kurangnya sifat saling menghargai dalam berbagai aspek interaksi.
Beberapa indikator yang mengarah pada hal ini antara lain: Sering terjadi ketegangan atau konflik:
Sebanyak 6 pegawai sering kali terlibat dalam perselisihan verbal atau ketegangan yang disebabkan oleh
perbedaan pendapat atau sikap yang kurang menghargai pandangan orang lain. Kurangnya apresiasi
terhadap kontribusi rekan kerja: Sebanyak 4 pegawai menunjukkan sikap tidak menghargai kontribusi
atau ide dari rekan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengambil kredit atas
pekerjaan orang lain atau mengabaikan kontribusi rekan tim. Minimnya dukungan antar pegawai:
Sebanyak 5 pegawai tidak memberikan dukungan yang cukup kepada rekan kerja, baik dalam bentuk
bantuan atau pengakuan atas keberhasilan, yang dapat melemahkan semangat kerjasama. Temuan ini
mengindikasikan adanya masalah dalam budaya kerja yang perlu segera diatasi. Tanpa adanya perbaikan
dalam hal saling menghargai, hubungan antar pegawai dapat semakin renggang, yang pada gilirannya
menghambat produktivitas dan efisiensi kerja tim. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu
mempertimbangkan untuk menerapkan program pelatihan terkait etitka komunikasi dan kerjasama, serta
mempromosikan budaya penghargaan di lingkungan kerja.

Kerjasama antar pegawai merupakan salah satu fondasi penting dalam pencapaian tujuan organisasi.
Kolaborasi yang baik memungkinkan tim untuk bekerja lebih efisien, memanfaatkan potensi setiap
anggota, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Tanpa kerjasama yang baik, tim cenderung
menghadapi hambatan dalam komunikasi, pembagian tugas, dan penyelesaian masalah. Hal ini dapat
mengakibatkan penurunan produktivitas, meningkatnya konflik, dan kegagalan mencapai target yang
telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat kerjasama antar
pegawai masih tergolong rendah. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung, survei kepuasan
kerja, serta wawancara dengan pegawai dan manajemen. Dari total 32 pegawai yang diamati, sebanyak 15
orang menunjukkan sikap yang kurang mendukung kerjasama tim. Beberapa indikasi kurangnya
kerjasama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Tidak mau bekerja dalam tim: Sebanyak 7 pegawai
lebih memilih bekerja sendiri daripada berkolaborasi dengan rekan kerja, yang menghambat sinergi tim
dalam menyelesaikan tugas. Minimnya komunikasi antar pegawai: Sebanyak 5 pegawai cenderung kurang
berkomunikasi dengan tim, baik dalam hal berbagi informasi maupun mendiskusikan masalah, yang
berdampak pada tidak tercapainya solusi optimal. Kurangnya dukungan dan koordinasi dalam pekerjaan:

Sebanyak 6 pegawai tidak memberikan bantuan atau koordinasi yang cukup dalam pelaksanaan tugas
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bersama, yang membuat proses kerja menjadi lambat dan tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan perlunya
peningkatan dalam budaya kerjasama di lingkungan kerja. Kurangnya kerjasama antar pegawai dapat
berdampak negatif pada kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena
itu, manajemen perlu segera mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan pelatihan
tentang kerja tim, memfasilitasi kegiatan yang mendorong kolaborasi, dan memperbaiki mekanisme
komunikasi internal guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan efisien. Seperti yang
dijelaskan dalam AI-Qur’an Surah At-Taubah ayat: 105 yang berbunyi:

&

Voo (sland 2 Ly oK sugally call e o) 65355 © O slaalls Al k5 e Al (sl 1 slaet 8

Artinya:

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dalam Ayat ini menekankan pentingnya bekerja dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, karena
setiap pekerjaan akan dilihat dan dinilai. Ini relevan dengan etos kerja PNS yang harus bertanggung jawab
dalam melayani masyarakat dengan ikhlas dan transparan.

Berdasarkan masalah yang diuraikan tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang

“Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif Arikunto (2013). Pendekatan kualitatif dipilih untuk digunakan dalam
penelitian ini dikarenakan pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan
gambaran terkait dengan Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Gorontalo. Adapun infroman dalam penelitian ini adalah; Kasubag Umum, Kasubag
Keuangan, Kasubag Perencanaan, Bendahara dan beberapa Staf Pegawai

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Semiawan, C. R. (2010) keseluruhan proses berlangsung pada saat penelitian dimana analisis data
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dengan (a) Reduksi data (Reduction Data), (b)

Penyajian data (data display), (c) Kesimpulan atau Vertivikasi (Conclusion or Verification)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah uraian pembahasan beberapa indikator budaya kerja yang harus ada pada Pegawai
Negeri Sipil di lingkunganKantor badan keungan dan aset daerah kabupaten gorontalo.

1. Disiplin kerja
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Disiplin Kerja yaitu Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku
didalam maupun di luar organisasi. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
prosedur, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya.perilaku yang berpijak pada peraturan
dan norma yang berlaku, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang mencerminkan ketaatan individu
atau kelompok terhadap aturan. buatkan secara ringkas.

Hasil wawancara dengan PNS di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo
menunjukkan adanya masalah dalam penerapan disiplin ketja, yang mencerminkan kurangnya kepatuhan
terhadap aturan yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh pengawasan yang tidak konsisten, kurangnya
pemahaman PNS tentang pentingnya disiplin, serta budaya organisasi yang kurang mendukung
kedisiplinan. Selain itu, insentif yang tidak memadai dan sanksi yang lemah turut memperburuk situasi
ini. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan, memperkuat
komunikasi tentang tujuan dan manfaat kedisiplinan, serta memperkenalkan insentif dan sanksi yang lebih
efektif untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan ASN dalam
menjalankan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori kepatuhan organisasi yang diajukan oleh Meyer & Allen
(2016) dalam model komitmen afektif, normatif, dan kalkulatif menggambarkan bagaimana komitmen
yang rendah terhadap organisasi dapat memengaruhi ketaatan terhadap disiplin kerja. Jika pegawai tidak
merasa terhubung secara emosional atau tidak melihat adanya kewajiban untuk mendukung organisasi,
maka mereka akan lebih cenderung untuk melanggar aturan yang ada. Penelitian sebelumnya oleh
Purwanto (2018) juga mengungkapkan bahwa rendahnya komunikasi efektif dalam organisasi dapat
mengakibatkan pegawai tidak memahami atau tidak menerima kebijakan yang diterapkan, yang pada
akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan terhadap disiplin kerja. Lebih lanjut, teori pengaruh sosial yang
dikembangkan oleh Cialdini (2020) menegaskan bahwa penerapan disiplin kerja yang tidak konsisten atau
tidak adil akan menciptakan ketidakpercayaan dan rasa frustrasi di kalangan pegawai, yang pada gilirannya
akan menurunkan motivasi mereka untuk mematuhi aturan. Tanpa komunikasi yang efektif, konsistensi
dalam penegakan aturan, serta pendekatan yang adil dan transparan dalam penerapan disiplin kerja, akan
sulit untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kinerja. Hal ini tentu
menghambat terciptanya budaya kerja yang optimal, sebagaimana dijelaskan oleh Sofyan at al (2029), yang
menckankan pentingnya keadilan dalam penegakan aturan agar pegawai merasa dihargai dan termotivasi
untuk berkontribusi lebih baik dalam organisasi. Keberhasilan dalam menerapkan disiplin kerja yang
efektif tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut
disosialisasikan dan diterima dalam konteks budaya organisasi yang lebih luas.

Selain itu disiplin kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, perlu
diterapkan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan pengawasan, pelatihan, komunikasi
yang efektif, serta penerapan insentif dan sanksi yang adil.Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi

kinerja dapat memastikan penerapan aturan yang konsisten, sementara pelatihan tentang pentingnya
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disiplin kerja dapat meningkatkan pemahaman ASN mengenai dampak kedisiplinan terhadap kinerja
individu dan organisasi. Penelitian oleh Helena (2020) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif
dalam organisasi sangat penting untuk memastikan pegawai memahami dan menerima kebijakan yang
ada, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan serta insentif yang memadai
dan sanksi yang tegas telah terbukti mampu memotivasi pegawai untuk bekerja lebih disiplin, sebagaimana
yang ditemukan dalam penelitian oleh Meyer & Allen (2016) yang mengemukakan bahwa komitmen
terhadap organisasi berpengaruh besar terhadap ketaatan terhadap aturan. Dengan memperkenalkan
pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan disiplin dan membangun budaya organisasi yang
mendukung kedisiplinan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dapat menciptakan
lingkungan kerja yang lebih produktif dan efisien.

2. Keterbukaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mendorong
keterbukaan di Badan Keuangan, tantangan besar tetap ada. Tanpa perubahan pola pikir karyawan yang
sudah terbiasa dengan budaya kerja hierarkis, komunikasi dua arah yang efektif sulit terwujud.
Kekhawatiran karyawan tentang dampak negatif dari berbagi pendapat dan kritik terhadap kebijakan atau
atasan juga menghambat terciptanya lingkungan yang benar-benar mendukung keterbukaan. Jika
kepercayaan tidak dibangun dengan konsisten dan rasa takut tidak dihilangkan, maka usaha untuk
menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif, inklusif, dan inovatif akan sulit tercapai

Dalam wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa PNS merasa enggan memberikan masukan
karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang mungkin muncul. Penelitian yang dilakukan
oleh Gelfand et al. (2020) menunjukkan bahwa rasa takut terhadap konsekuensi negatif, seperti
penurunan reputasi atau sanksi dari atasan, merupakan salah satu penghambat terbesar bagi keterbukaan
komunikasi. Situasi ini menekankan pentingnya perubahan pola pikir di tingkat individu dan manajemen
untuk menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis (psychological safety)..Hasil dari wawancara
juga menunjukkan perlunya pendekatan yang konsisten dalam membangun kepercayaan di antara
karyawan. Kepercayaan memainkan peran penting dalam mendorong keterbukaan, sebagaimana
diungkapkan dalam penelitian oleh Kostopoulos et al. (2007). Studi tersebut menemukan bahwa
kepercayaan yang kuat antara anggota tim meningkatkan kemungkinan individu untuk berbagi informasi
secara sukarela dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik.

Keterbukaan dalam organisasi adalah elemen penting dalam menciptakan budaya kerja yang
kolaboratif dan inovatif. Menurut Robbins dan Judge (2022), keterbukaan komunikasi memungkinkan
anggota organisasi untuk berbagi ide tanpa rasa takut, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat
hubungan antar individu. Di lingkungan Badan Keuangan, kendala budaya kerja hierarkis yang kaku

sering kali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan komunikasi dua arah. Hal ini didukung oleh studi
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Bandura (2019), yang menemukan bahwa struktur organisasi yang terlalu hierarkis cenderung membatasi
inisiatif individu untuk menyampaikan ide atau kritik.

Dalam konteks Badan Keuangan, upaya mendorong keterbukaan memerlukan strategi yang
melibatkan pelatithan bagi manajemen dan karyawan. Menurut artikel oleh Lee dan Kim (2023), pelatihan
komunikasi dan manajemen konflik dapat membantu individu mengembangkan keterampilan yang
diperlukan untuk menciptakan dialog yang produktif. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi,
seperti platform diskusi internal, juga dapat menjadi alat untuk memfasilitasi transparansi dan mengatasi
tantangan Selain itu Tantangan lain adalah kebiasaan yang sudah mengakar dalam organisasi. Budaya kerja
hierarkis sering kali menempatkan otoritas di tangan atasan, sehingga pendapat bawahan kurang dihargai.
Penelitian yang dilakukan oleh Edmondson (2019) menemukan bahwa organisasi yang berhasil
menerapkan budaya keterbukaan memiliki pemimpin yang proaktif dalam mendukung komunikasi
horizontal. Kepemimpinan yang inklusif dapat mengurangi hambatan psikologis karyawan dan
memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif.

Berdasarkan temuan wawancara dan kajian teoritis, meskipun upaya untuk mendorong keterbukaan
di Badan Keuangan telah dilakukan, hambatan budaya hierarkis dan ketakutan terhadap dampak negatif
masih menjadi tantangan utama. Untuk menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan inklusif,
diperlukan perubahan pola pikir, kepemimpinan yang mendukung, serta pelatihan yang berfokus pada
komunikasi efektif. Jika langkah-langkah tersebut diterapkan secara konsisten, organisasi dapat
membangun kepercayaan yang kokoh, mendorong keterbukaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang
inovatif.

3. Saling Menghargai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan bahwa meskipun ada upaya yang kuat untuk
membangun budaya saling menghargai, tantangan besar masih tetap ada. Perbedaan latar belakang,
karakter, dan pola pikir setiap individu menjadi hambatan utama dalam menciptakan komunikasi yang
efektif dan menghindari miskomunikasi atau konflik kecil. Meskipun pendekatan dialog dan mediasi telah
diterapkan, serta sikap saling menghargai sangat diutamakan dalam interaksi sehari-hari, kebiasaan kerja
yang sudah terbentuk, terutama bagi karyawan yang telah lama bekerja, sering kali menghalangi
penerimaan terhadap perubahan budaya kerja. Tanpa pendekatan konsisten melalui sosialisasi, pelatihan,
dan teladan yang diberikan oleh pimpinan, budaya saling menghargai sulit terwujud secara optimal, yang
berpotensi mengurangi motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas pegawai dalam jangka panjang.

Selain itu, tanpa adanya langkah konkret dan berkelanjutan, kondisi tersebut dapat terus memburuk.
Kurangnya perhatian terhadap isu ini sering kali diabaikan oleh manajemen, yang berfokus pada
pencapaian target kerja tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan psikologis PNS. Akibatnya,
hubungan kerja menjadi dingin dan penuh ketegangan, di mana sebagian pegawai merasa terisolasi atau

tidak dihargai. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen yang jelas untuk memperbaiki pola
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komunikasi dan menghargai keberagaman, lingkungan kerja yang positif tidak akan tercapai.Budaya saling
menghargai merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan
produktif. Menurut Choliq (2020), budaya kerja yang menghargai perbedaan individu dapat meningkatkan
motivasi, kolaborasi, dan loyalitas karyawan. Namun, menciptakan budaya seperti ini tidak mudabh,
terutama dalam organisasi dengan beragam latar belakang dan pola pikir. Dalam wawancara yang
dilakukan, ditemukan bahwa hambatan utama terletak pada perbedaan karakter serta resistensi terhadap
perubahan, khususnya di kalangan karyawan yang telah lama bekerja di organisasi.

Penelitian oleh Hofstede et al. (2021) menyoroti bahwa perbedaan budaya individu memengaruhi
cara seseorang berinteraksi di tempat kerja. Faktor seperti usia, pengalaman kerja, dan norma sosial sering
kali memengaruhi penerimaan terhadap perubahan budaya organisasi. Hambatan ini sering diperparah
oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Situasi ini
menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis untuk meminimalkan konflik dan
miskomunikasi.Meskipun pendekatan dialog dan mediasi telah diterapkan, efektivitasnya sering kali
tergantung pada komitmen pimpinan untuk memberikan contoh. Gelfand et al. (2020) menyatakan
bahwa peran kepemimpinan sangat penting dalam membentuk budaya saling menghargai. Pemimpin
yang mampu menjadi teladan dalam menghargai perbedaan individu dapat mendorong karyawan untuk
mengikuti perilaku serupa. Namun, tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, kebijakan ini hanya akan
menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan merupakan langkah strategis yang dapat mendukung
penerapan budaya saling menghargai. Menurut studi yang dilakukan oleh Lee dan Kim (2023), pelatihan
berbasis komunikasi antarpersonal membantu karyawan memahami pentingnya empati dan toleransi
dalam berinteraksi. Pelatthan semacam ini dapat membantu mengubah pola pikir karyawan yang
sebelumnya enggan menerima perbedaan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif. namun,
kebiasaan kerja yang telah terbentuk selama bertahun-tahun menjadi tantangan besar dalam menciptakan
budaya saling menghargai secara optimal. Penelitian oleh Hatalea, dkk (2014) menunjukkan bahwa
kebiasaan kerja yang kaku sering kali menghambat adaptasi terhadap perubahan budaya. Oleh karena itu,
organisasi perlu menerapkan pendekatan yang konsisten, seperti memberikan penghargaan kepada
karyawan yang menunjukkan perilaku saling menghargai, untuk mendorong perubahan perilaku secara
bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori di atas bahwa membangun budaya saling menghargai dalam
organisasi menghadapi berbagai tantangan, terutama perbedaan latar belakang dan resistensi terhadap
perubahan. Meskipun pendekatan seperti dialog, mediasi, dan pelatihan telah diterapkan, efektivitasnya
bergantung pada komitmen pimpinan dan konsistensi implementasi. Untuk menciptakan budaya kerja

yang menghargai perbedaan secara optimal, organisasi perlu mengintegrasikan pelatihan berkelanjutan,
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teladan dari pimpinan, dan penghargaan atas perilaku positif. Dengan pendekatan ini, diharapkan
motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan dapat meningkat dalam jangka panjang.
4. Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indorman ( SK') Kerja sama yang buruk antar pegawai dapat
menghambat produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja. Ketidakmampuan dalam mengatasi
tantangan, seperti tenggat waktu yang ketat, menunjukkan bahwa kurangnya kolaborasi dapat
memperburuk masalah dan menyebabkan hasil yang tidak akurat. selain itu, perbedaan gaya kerja,
komunikasi, dan prioritas individu yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan koordinasi yang
buruk dan menghambat pencapaian tujuan organisasi.Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya
mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik atau mendukung kerja tim. Tanpa panduan yang tepat,
pegawai sering kali merasa bingung atau tidak tahu bagaimana berkontribusi secara maksimal.
Ketidakpastian ini tidak hanya mengurangi semangat kerja, tetapi juga menurunkan kualitas hubungan
antarpegawal, sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. kegagalan dalam memberikan
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja sama juga menjadi kendala besar. Beberapa pegawai
merasa tidak dihargai ketika kontribusi mereka diabaikan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada
motivasi mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa langkah perbaikan, ketidakpuasan pegawai akan
semakin meningkat, dan keberhasilan organisasi sulit tercapai.

Kerja sama yang buruk antar pegawai sering menjadi penghambat utama dalam mencapai
produktivitas dan efisiensi organisasi. Menurut Kusuma at al (2018), kerja sama yang efektif memerlukan
komunikasi yang jelas, saling percaya, dan tujuan bersama yang dipahami oleh semua anggota tim.
Namun, dalam banyak organisasi, kurangnya koordinasi antara karyawan dapat menyebabkan hambatan
besar dalam menyelesaikan tugas, terutama di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat. Hal ini selaras
dengan wawancara yang mengungkapkan bahwa kolaborasi yang buruk sering kali memperburuk masalah
dan menghasilkan output yang tidak memadai. Ketidakmampuan mengatasi tantangan tim, seperti tenggat
waktu, sering kali berasal dari kurangnya pembagian tanggung jawab yang jelas. Penelitian oleh Devi
(2020) menunjukkan bahwa tim yang tidak memiliki struktur peran yang terdefinisi dengan baik
cenderung mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas secara efisien. Dalam kasus ini, masing-
masing anggota mungkin merasa bingung tentang kontribusi mereka, sehingga memperlambat proses
kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menetapkan peran yang jelas dalam tim guna
mengurangi konflik dan memastikan bahwa setiap individu memahami tanggung jawab mereka.

Selain pembagian tanggung jawab, perbedaan gaya kerja dan komunikasi antar individu juga dapat
menjadi penghalang utama dalam kerja sama. Gaya kerja yang tidak sinkron, seperti preferensi dalam
mengambil keputusan atau kecepatan menyelesaikan tugas, sering kali menimbulkan konflik kecil yang
berdampak besar pada keseluruhan proses kerja. Sebagaimana diungkapkan oleh Gelfand et al. (2020),

konflik yang tidak terselesaikan dalam tim dapat mengganggu hubungan interpersonal dan memengaruhi
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kinerja tim secara keseluruhan. Masalah koordinasi dalam tim juga dipengaruhi oleh prioritas individu
yang tidak dikelola dengan baik. Penelitian oleh Lee dan Kim (2020) menunjukkan bahwa kurangnya
keselarasan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi dapat menurunkan motivasi dan komitmen
karyawan terhadap tim. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif, karyawan cenderung fokus pada
pencapaian individu mereka, sehingga mengabaikan kontribusi terhadap keberhasilan tim secara
keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan prioritas individu dengan visi
organisasi.

Upaya untuk meningkatkan kerja sama tim memerlukan intervensi strategis, seperti pelatihan kerja
sama dan pengembangan keterampilan interpersonal. Menurut Joko (2019), pelatihan tim yang berfokus
pada komunikasi dan manajemen konflik dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang
diperlukan untuk bekerja secara efektif dalam tim. Selain itu, peran pemimpin tim juga sangat penting
dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi. Pemimpin yang dapat menjadi
fasilitator komunikasi dan motivator bagi anggota tim akan mendorong kinerja yang lebih baik.

berdasarkan hasil wawancara dan teori di atas bahwa Kerja sama yang buruk antar pegawai dapat
menghambat produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja organisasi. Hambatan seperti pembagian
tanggung jawab yang tidak jelas, perbedaan gaya kerja, dan prioritas individu yang tidak terkelola
menunjukkan perlunya pendekatan strategis dalam meningkatkan kolaborasi tim. Dengan memberikan
pelatihan kerja sama, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi, serta memastikan kepemimpinan
yang mendukung, organisasi dapat menciptakan tim yang lebih solid, meningkatkan efisiensi, dan

mencapal tujuan organisasi secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Budaya Kerja
Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Gorontalo belum terlaksana dengan
optimal. Meskipun terdapat empat indikator Budaya kerja yang menunjukan kinerja yang
memuaskan,namun terdapat beberapa aspek yang belum optimal. Pertama terkait dengan indikator
kedisiplinan yang rendah di kalangan pegawai dapat menghambat produktivitas dan menurunkan kualitas
pekerjaan,tidak beraturan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu dan aturan yang berlaku
menciptakan lingkungan kerja yang kurang efisien dan dapat menurunkan kepercayaan atasan terhadap
pegawai. Kedua, terkait dengan indikator kurangnya keterbukaan di antara pegawai dapat menyebabkan
informasi penting terhambat dan komunika si yang tidak efektif. Hal ini menghambat proses pengambilan
keputusan yang tepat dan mempengaruhi koordinasi tim, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif
pada pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, terkait dengan indikator saling menghargai tanpa adanya sikap
saling menghargai, tercipta suasana kerja yang penuh ketegangan dan konflik. Pegawai yang tidak merasa

dihargai cenderung kurang termotivasi dan berpotensi untuk mengalami penurunan kinerja, yang
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berakibat pada rendahnya semangat kerja di tim. Keempat, terkait dengan indikator kerjasama di temukan
bahwa masih terdapat minimnya kerjasama antar pegawai menyebabkan tim sulit untuk bekerja secara
efektif. Kolaborasi yang kurang akan memperlambat penyelesaian tugas dan mengurangi kualitas output
yang dihasilkan, karena tidak ada sinergi yang terbentuk dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat

mengakibatkan tidak selesainya suatu pekerjaan
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